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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap warga negara di jamin oleh negara terkait pekerjaan serta 

penghidupan sebagaimana di tuangkan Pasal 27 Ayat (1) dan (2) UUD 1945: (1) 

Tiap warga negara memiliki kedudukan serupa di hukum serta pemerintahan, serta 

mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjunjung tinggi lembaga-lembaga 

tersebut. (2) Tiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan 

sepadan dengan kemanusiaan. Pasal 28D Ayat (1) dan (2): (1) Tiap orang berhak 

atas persamaan di hadapan hukum serta berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, beserta kepastian hukum yang adil. (2) Tiap orang mempunyai hak 

atas pekerjaan beserta memperoleh imbalan beserta perlakuan yang adil serta layak 

pada kemitraan kerja1. Sehingga berhak ialah kemampuan buat menggunakan hak 

yang sudah dikasih kepada diri sendiri. Ungkapan berhak atas pekerjaan 

memperlihatkan asumsi jika semua warga negara berhak atas upah layak beserta 

kemampuan untuk mendapatkan pekerjaan tanpa harus mencari pekerjaan. 

UU No. 13 tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan Pasal 4 huruf a serta b 

yang mengatakan: 2 

 

Pasal 4  

                                                           
1Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 Ayat 

(1-2) dan Pasal 28D. Ayat (1-2). 

2Indonesia, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia 

Nomor. 4279. Pasal.4. 
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(a)Pemberdayaan serta pendayagunaan tenaga kerja adalah upaya 

terkoordinasi untuk memberikan pekerja Indonesia akses terhadap 

berbagai pilihan pekerjaan. Lewat pemberdayaan serta pendayagunaan 

tersebut diharap tenaga kerja Indonesia bisa berpartisipasi secara 

optimal pada pembangunan nasional dengan tetap menjaga nilai-nilai 

kemanusiaan. 

(b)Kesempatan kerja yang setara mesti diusahakan di semua wilayah 

NKRI selaku pasar tenaga kerja tunggal, sehingga seluruh pekerja 

Indonesia mempunyai kesempatan yang sama buat memperoleh 

pekerjaan berdasarkan keterampilan, minat, serta kemampuannya. 

Demikian pula, untuk memenuhi permintaan di seluruh industri dan 

wilayah geografis, distribusi tenaga kerja yang adil harus diupayakan. 

Kemudian di pertegas kembali pada Pasal 5 mengatakan jika semua orang 

mempunyai kesempatan pekerjaan hak beserta kewajibannya adil. Pasal 5 

mengatakan Seluruh pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, suku, ras, agama, 

atau aliran politiknya, mempunyai hak serta kesempatan serupa buat mendapatkan 

pekerjaan serta penghidupan layak, dengan memperhatikan minat serta 

kemampuannya. Hal ini termasuk memperlakukan individu penyandang disabilitas 

secara setara. 

Berbicara tentang ketenagakerjaan dalam perkembangannya, maka 

pelaksanaannya diperlukan buat menegakkan hak-hak dasar serta perlindungan 

buat buruh serta pekerja, beserta dapat menumbuhkan lingkungan yang mendukung 
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tumbuhnya dunia usaha.3 Pasal 21 Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No: Kep 

-150/Men/2000 mengenai Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja serta 

Penetapan Uang Pesangon, Imbalan Masa Kerja, serta Santunan Kerugian 

Perusahaan menguraikan hak-hak tersebut dan kewajiban yang berlaku bagi 

perusahaan pada saat pemutusan hubungan kerja ataupun yang dikenal PHK. Yang 

mengatakan:4 Pasal 21: Jika Panitia Daerah ataupun Pusat mengizinkan PHK, 

pemberi kerja juga bisa diwajibkan buat membagikan uang pesangon, uang jasa, 

ataupun kompensasi lainnya pada pekerja yang terkena dampak. 

Manusia adalah makhluk yang pada zaman moderen ini memiliki sangat 

banyak kebutuhan. Ketika manusia pertama kali berevolusi, kebutuhan mereka 

bersifat insidentil, atau kebutuhan yang harus segera dipenuhi karena kebutuhan 

tersebut penting untuk kelangsungan hidup mereka. Masyarakat sejak dahulu harus 

bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasarnya karena membutuhkan berbagai 

macam hal, seperti barang mewah, pangan, papan, dan sandang. Dimulai dengan 

pekerjaan wiraswasta, seperti mengelola perusahaan, keuangan, dan tanggung 

jawab sendiri, dan berlanjut ke pekerjaan kolaboratif, seperti berkolaborasi dengan 

orang lain dalam proyek atau tugas yang mengharuskan mereka untuk tunduk dan 

patuh pada atasan yang memberikan tugas kepada mereka.5 

                                                           
3Suci flambonita, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan, di Bidang 

Ketenagakerjaan di muat pada jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya, 

Volume 24,Nomor.1,2013, hlm 4400. 

4Indonesia, Republik Indonesia,Keputusan Mentri Tenaga Kerja Nomor: Kep -150 / Men / 

2000 Tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesangon, Uang 

Penghargaan Masa Kerja dan Ganti Kerugian di Perusahaan. 

5Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

2010, hlm. 1. 
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UU No. 35 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Pasal 1 yang di maksud 

dengan: 

1. Hubungan Kerja yakni kontrak yang menentukan ketentuan kerja, gaji, serta 

perintah antara pemberi kerja serta pekerja; 

2. Tenaga kerja ialah orang bekerja serta dibayar tunai ataupun imbalan pada 

bentuk lain. 

UU No. 35 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Pasal 2 Ayat (1-4) 

Menyebutkan: 

1. Hubungan kerja timbul sebab terdapat kontrak kerja antara pemberi kerja 

serta pekerja. 

2. Perjanjian kerja dinyatakan secara lisan ataupun tertulis. 

3. Perjanjian kerja tertulis dilakukan serupa ketetapan peraturan perundang-

undangan. 

4. Perjanjian kerja ditandatangani buat jangka waktu yang telah ditentukan 

ataupun selamanya.6 

Suhartoyo, Upah pegang peranan sangatlah penting serta sebuah ciri khas 

dari hubungan kerja antara tenaga kerja dan perusahaan, bahkan dapat di katakan 

atau di artikan upah ialah tujuan utama tenaga kerja melaksanakan pekerjaan 

kepada orang ataupun badan hukum lain dan/atau tenaga kerja lainnya.7 

                                                           
6Indonesia, Undang-Undang Nomor.35 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah tentang PKWT, 

Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan PHK, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor. 45, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor.6647, Pasa 1 

dan Pasal 2 Ayat (1-4). 

7Suhartoyo, Perlindungan Hukum Bagi Buruh dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan 

Nasional, Administrative Law and Governance Journal, Vol.2, No.2, 2019, hlm. 3. 
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Isu hukum mengenai kasus PHK, berikut ini ialah salah satu situasi yang 

bisa terjadi dalam hubungan kerja: 

Kasus: Seorang tenaga kerja bekerja di sebuah perusahaan mengalami Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) tiba-tiba tanpa alasan yang jelas. Perusahaan 

memberhentikan atau mengakhiri hubungan kerja kepada tenaga kerja oleh 

perusahaan tersebut tanpa memberikan surat peringatan atau kompensasi dan/atau 

pemberitahuan sebelumnya. 

Adapun UU yang megatur tentang kasus diatas antara lain: 

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023: Pasal 151 hingga Pasal 156 dari UU 

ini mengatur Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Pasal-pasal ini menyebutkan 

bahwa PHK harus di lakukan berdasarkan alasan yang jelas dan bukan 

merupakan tindakan semena-mena. Pengusaha di wajibkan memberikan 

pemberitahuan tertulis pada karyawan sebelum melaksanakan PHK, serta 

memberikan kompensasi atau tunjangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2. UU No 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial: UU ini mengatur prosedur penyelesaian perselisihan antara tenaga 

kerja serta perusahaana. Jika terjadi sengketa terkait PHK, tenaga kerja bisa 

ajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial buat memperoleh 

perlindungan hukum. 

Kasus PHK memiliki faktor-faktor yang berbeda dan memerlukan 

penilaian secara individu. Oleh karena itu, jika menghadapi situasi Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK) atau membutuhkan informasi yang lebih spesifik, atau 
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membaca undang-undang yang berlaku secara menyeluruh untuk memperoleh 

pemahaman yang lebih baik dan rujukan yang akurat. 

Di Indonesia, permasalahan hukum terkait ketenagakerjaan masih banyak 

terjadi. Salah satunya ialah PHK. Ketika terjadi PHK, pemberi kerja tidak 

membagikan hak yang semestinya dipunyai pekerja ataupun tidak memenuhi hak 

tersebut.8 

Perlindungan yang di lakukan terhadap tenaga kerja di tujukan untuk 

terpenuhinya hak para tenaga kerja serta perlakuan tanpa adanya suatu di 

skriminasi. Mengevaluasi risiko dan kewajiban yang harus ditanggung pekerja 

dalam rangka memberi perlindungan hukum pada pekerja merupakan hal yang 

perlu dilakukan. Pengakuan atas prestasi kerja bagi pekerja secara tidak langsung 

memberikan perlindungan hukum. Dengan memantau perubahan kemajuan dunia 

usaha, perihal ini bertujuan buat menciptakan kesejahteraan karyawan serta 

keluarganya. Tanpa adanya tekanan dari luar, perlindungan kerja ini berupaya 

menjaga keutuhan sistem hubungan kerja. Oleh sebab itu, perusahaan mesti 

melakukan ketentuan terkait perlindungan serupa perpu yang berlaku.  

Ketentuan UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan ialah 

perlindungan tenaga kerja maupun perusahaan mengenai hak serta kewajiban setiap 

pihak. Perlindungan tenaga kerja di atur dalam UU No 13 Tahun 2003 mengenai 

Ketenagakerjaan Pasal 67 - Pasal 102 liputi perlindungan tenaga kerja menyandang 

                                                           
8Rohendra Fathammubina dan Rani Apriani, Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan 

Hubungan Kerja Sepihak Bagi Pekerja, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Kajian Ilmiah Hukum, 

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Vol.3 No.1, 2018, hlm. 111. 
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cacat, anak, perempuan, waktu kerja, keselamatan, serta kesehatan kerja, 

pengupahan beserta kesejahteraan.9 

Hak-hak tenaga kerja akibat PHK pada Pasal 1 Keputusan Mentri Tenaga 

Kerja Nomor Kep-150/Men/200 ialah: 

1. Uang pesangon 

Ialah selaku sejumlah uang yang wajib dikasih pemberi kerja pada 

pekerja pada saat PHK. 

2. Uang penghargaan masa kerja 

Saat keadaan seperti ini, perusahaan harus membayar karyawannya 

dengan upah yang sepadan dengan masa kerja mereka, ditambah 

uang imbalan. 

3. Ganti rugi 

Dalam hal ini, uang ialah upah yang diterima pekerja dari 

perusahaan sebagai imbalan atas kerugian yang dideritanya akibat 

pemutusan hubungan kerja (PHK). Khususnya, membayar istirahat 

umum, istirahat panjang, biaya transportasi ke lokasi pekerja 

dipekerjakan, fasilitas kesehatan, fasilitas perumahan, serta 

lainnya.10 

Kewajiban yang di miliki tenaga kerja Ketentun Undang-Undang 

Ketenagakerjaan Pasal 104 Ayat (1), salah satunya ialah membayar denda dan ganti 

                                                           
9Suci Flambonita, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Perempuan di Bidang 

Ketenagakerjaaan, Vol.24, Universiras Sriwijaya, Palembang: Simbur Cahaya, 2017, hlm.14. 
10Cristoforus Valentino Alexander Putra, Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian 

Kerja, Kertha Patrika, Vol. 39, 2017, hlm. 63. 
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rugi. Karyawan wajib menanggung risiko yang terkait dengan tindakannya jika 

mereka menjalankan tugasnya dengan ceroboh atau dengan niat jahat, hingga 

mengakibatkan kerugian, kerusakan, ataupun kejadian lain yang tidak 

menguntungkan bagi bisnis.11 

Dalam Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Perlindungan hukum di 

jelaskan, jika tiap orang berhak buat bekerja serta diperlakukan secara adil serta 

pantas dalam hubungan kerja, beserta berhak menerima imbalan. Pemutusan 

hubungan kerja (PHK) menandakan dimulainya hilangnya penghidupan pekerja 

karena kehilangan penghasilan dan pekerjaannya.12 

Ada sebagian objek yang jadi perlindungan hukum buat tenaga kerja 

ialah:13 

1. Pertahanan hak di hubungan kerja. 

2. Pembelaan terhadap hak dasar pekerja buat melakukan perundingan bersama 

serta melakukan pemogokan. 

3. Terpeliharanya kesehatan serta keselamatan di tempat kerja. 

4. Perlindungan khusus buat perempuan, anak serta pekerja penyandang 

disabilitas. 

5. Perlindungan upah, kesejahteraan, serta jaminan sosial bagi pekerja. 

6. Pembelaan kebebasan untuk mengakhiri hubungan kerja. 

                                                           
11Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Bab XI, Pasal 104 Ayat (1). 

12Abdul Khakim, Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bandung: PT.Citra 

Aditya Bakti, 2014, hlm. 175. 

13Muhammad Sadi Is dan Sobandi, Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta: 2020, 

hlm. 91. 
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Dalam ketentuan UUD NRI Tahun 1945, tujuan dari bangsa Indonesia 

yaitu memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan masyarakat, menjaga segenap 

bangsa Indonesia beserta seluruh tumpah darahnya, beserta mewujudkan tatanan 

dunia yang berlandaskan keadilan sosial, kemerdekaan, dan perdamaian abadi. 

Semua warga negara dijamin haknya atas pekerjaan serta penghidupan layak 

berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945. UU No 13 Tahun 2003 

mengenai Ketenagakerjaan dibikin pemerintah selaku upaya untuk melaksanakan 

pasal tersebut.14 

Pasal 1 angka 16 UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan di 

jelaskan terkait hubungan industrial yakni sebuah sistem interaksi para pelaku 

produksi barang serta jasa, termasuk dunia usaha, serikat pekerja, serta pemerintah, 

berdasarkan prinsip Pancasila, UUD NRI Tahun 1945.15 

B. Rumusan Masalah 

Bersumber pada pemaparan tersebut, penulis tertaruh buat meneliti dalam 

suatu karya ilmiah yakni: 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja? 

2. Bagaimana upaya hukum yang dapat di lakukan oleh pekerja yang mengalami 

pemutusan hubungan kerja akibat tidak terpenuhinya hak-hak pekerja oleh 

perusahaan? 

                                                           
14Shinta Kumala Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Dalam Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu, Surakarta: CV.Shofa Marwah, 2011, hlm. 1. 

15Indonesia, Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pasal 1 Angka 16. 
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C. Tujuan Penelitian 

Bersumber dari permasalahan tersebut, adapun tujuan yang hendak di 

capai pada sebuah karya ilmia ialah: 

1.   Guna ketahui serta analisis perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja 

yang alami pemutusan hubungan kerja. 

2.   Guna ketahui dan menganalisis upaya hukum yang bisa di lakukan tenaga kerja 

yang alami pemutusan hubungan kerja akibat tidak di penuhinya hak-hak 

pekerja oleh perusahaan. 

D. Manfaat Penelitian 

Pada penelitian ini di harapkan agar ada manfaat bisa di ambil dari 

penelitian ini. Manfaat penelitian meliputi manfaat teoritis serta praktis, yakni: 

1. Secara Teoritis  

a. Penelitian ini ialah sarana serta wadah buat penulis guna kumpulkan data 

dalam penyusunan skripsi buat lengkapi gelar sarjana di bagian hukum 

universitas sriwijaya. 

b. Penelitian ini di harapkan bisa membagikan sumbangan ilmu 

pengetahuan serta pemahaman di bidang ilmu hukum secara umum 

khususnya masalah terkait pemutusan hubungan kerja. 

c. Penelitian ini di harapkan supaya penulis bisa mendalami teori-teori 

yang sudah didapat semasa belajar di bangku kuliah. 

2. Secara Praktis 

a. Penulisan skripsi ini di harapkan kedepannya tingkatkan kemampuan 

penulis di bidang hukum selaku bekal buat terjun ke dunia kerja di 
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bidang penegakan hukum ataupun praktisi hukum buat tegakkan hukum 

di negeri ini.  

b. Penelitian diharap bisa menambah pengetahuan agar dapat 

menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum 

khususnya mengenai pemutusan hubungan kerja. 

c. Penelitian ini di harapkan dapat membagikan masukan buat pemerintah 

supaya lebih tegas ambil kebijakan hingga perusahaan tidak langgar hak-

hak tenaga kerja. 

E. Kerangka Teori 

Kerangka teori ialah konsep selaku kerangka acuan pokok hingga jadi 

landasan buat identifikasi pada kejadian sosial yang diduga relevan oleh peneliti.16  

Adapula kerangka teori yang di pakai buat penelitian ini ialah: 

1. Teori Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum ialah pembelaan kehormatan serta martabat, 

beserta penerimaan HAM yang dianut oleh subjek hukum berlandaskan 

ketetapan hukum, bebas dari penafsiran sewenang-wenang, dan dipahami 

selaku kumpulan peraturan atau aturan yang memberikan perlindungan 

terhadap kerugian tertentu. Bagi nasabah, hal ini menunjukkan bahwa 

peraturan perundang-undangan lindungi hak mereka dari keadaan-keadaan 

yang menghambat realisasinya.17 

                                                           
16Soerjono Soekamto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta:UII Press, 2010, hlm. 125. 

17Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 

1987, hlm. 25. 
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Philipus M. Hadjon, Bentuk perlindungan hukum sarana perlindungan 

hukum terdapat 2 macam, ialah:  

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif  

Subyek hukum diberi kesempatan buat menyuarakan keberatan ataupun 

pendapat sebelum diambil keputusan pemerintah dalam upaya pengamanan 

hukum preventif ini. Mencegah terjadinya perselisihan adalah tujuannya. 

Perlindungan warga negara dari tindakan pemerintah yang melanggar hak 

kebebasan berkehendak mereka dapat ditingkatkan dengan adanya 

perlindungan hukum preventif, yang memaksa pemerintah buat berhati-hati 

ketika ambil keputusan yang sensitif secara politik. Perlindungan hukum 

preventif tidak tunduk pada peraturan tertentu di Indonesia.18 

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif  

Tujuan perlindungan hukum represif ialah buat selesaikan perselisihan. 

Perlindungan hukum jenis ini mencakup perkara yang ditangani oleh 

Pengadilan Negeri serta Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Sesuai 

dengan sejarah Barat, konsep yang berkaitan dengan pengakuan serta 

perlindungan HAM pada awalnya terfokus pada penerapan pembatasan dan 

penggambaran tanggung jawab masyarakat dan pemerintah. Artinya asas 

perlindungan hukum pada tindakan pemerintah didasarkan serta bersumber 

dari pengertian tersebut. Gagasan tentang supremasi hukum merupakan prinsip 

kedua dasari pembelaan hukum atas tindakan pemerintah. Tujuan negara 

                                                           
18Ibid. hlm. 20. 
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hukum dapat dihubungkan dengan pengakuan serta pembelaan HAM, yang 

keduanya mempunyai peran besar dalam masyarakat.19 

Teori perlindungan hukum ini di gunakan dalam penelitian yang terkait 

perlindungan hukum bagi hak tenaga kerja yang terdampak PHK. Hak 

pengupahan pada hukum ketenagakerjaan khususnya berlandaskan UU No.13 

Tahun 2003 agar tercapainya keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, 

serta kedamaian. 

2. Teori Perjanjian 

Pasal 50 UU Ketenagakerjaan mensyaratkan jika hubungan kerja 

terjalin sebab ada perjanjian kerja antara perusahaan serta pekerja. Sehingga 

perjanjian kerja ialah sumber dari hubungan hukum ketenagakerjaan antara 

Perusahaan serta pekerja yang di tuangkan ke bentuk kontrak kesepahaman 

terkait hak serta kewajiban yang berdasarkan pada perjanjian. 

Perjanjian ialah kesepakatan dari istilah (overeenkomst) pada Bahasa 

Belanda ataupun (agreement) pada Bahasa Inggris. Menurut teori klasik, 

perjanjian ialah sebuah perbuatan hukum berisi 2 di dasarkan kata sepakat buat 

timbulkan akibat hukum, perjanjian memiliki cakupan lebih sempit dari hukum 

perikatan.20 

Dalam UU Peraturan Pemerintah Pasal 1 Ayat (9) Perjanjian Kerja 

adalah kontrak yang menguraikan ketentuan kerja, hak, serta tanggung jawab 

bagi pemberi kerja serta pekerja. Ayat (10) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu 

                                                           
19Asri wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, 

hlm.162. 

20Munir Fuady, Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, Bandung: Pt. Citra 

Aditya Bakti, 2021, hlm. 17, 
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atau PKWT ialah perjanjian pekerja serta pemberi kerja buat memulai 

hubungan kerja buat jangka waktu khusus ataupun buat jenis pekerjaan 

tertentu. Ayat (11) Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang yakni 

perjanjian yang memuat hubungan kerja jangka panjang antara pekerja serta 

pemberi kerja. Ayat (13) Perjanjian yang dihasilkan dari perundingan antara 

serikat pekerja/serikat buruh terdaftar dinas ketenagakerjaan dengan suatu 

perusahaan, ataupun sebagian perusahaan, ataupun perkumpulan perusahaan, 

berisi syarat-syarat kerja beserta hak serta tanggung jawab masing-masing 

pihak.21 

Lalu Husni mengatakan jika perjanjian kerja ialah sebuah perjanjian 

dimana kedua belah pihak berkomitmen terhadap pekerja yang bekerja buat 

mendapatkan upah dan pemberi kerja menyatakan bahwa mereka sanggup 

mempekerjakan pekerja tersebut dengan membayar upah.22 

Selanjutnya untuk membuat suatu perjanjian maka mesti penuhi syarat 

sahnya perjanjian. Di atur Pasal 1320 KUH-Perdata mengatur jika buat sahnya 

sebuah perjanjian di perlukan 4 syarat ialah:23 

a. Terdapat kesepakatan kedua belah pihak; 

b. Kecakapan buat melaksanakan perbuatan hukum; 

c. Sebuah objek tertentu; 

d. Adanya kausa halal. 

                                                           
21Indonesia, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Pasal 1 Ayat (9-11),(13). 

22Lalu Husni, Pengantar Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2000, hlm.51. 

23https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-

komersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20(4)%20KUH,kesusilaan%20baik%20atau%20keter
tiban%20umum%E2%80%9D, di akses pada tanggal 7 agustus 2023. 

https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20(4)%20KUH,kesusilaan%20baik%20atau%20ketertiban%20umum%E2%80%9D
https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20(4)%20KUH,kesusilaan%20baik%20atau%20ketertiban%20umum%E2%80%9D
https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/#:~:text=Pasal%201320%20ayat%20(4)%20KUH,kesusilaan%20baik%20atau%20ketertiban%20umum%E2%80%9D
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F. Metode Penelitian  

1.  Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini jenis penelitian dipakai yaitu penelitian normatif. 

Penelitian hukum normatif diartikan selaku penelitian yang dilaksanakan 

melalui pemeriksaan data sekunder atau bahan pustaka dengan tujuan buat 

menguji sebuah norma ataupun ketentuan yang berlaku. Peneliti normatif 

sering disebut sebagai peneliti doktrinal atau peneliti perpustakaan karena 

pekerjaannya berfokus pada bahan-bahan yang terdapat di perpustakaan.24 

2.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, 

literatur, pendapat di keluarkan para ahli. Pendekatan penelitian selanjutnya 

bisa di lakukan dengan cara sebagai berikut: 

a. Pendekatan perundang-undangan  

Pendekatan dilakukan ialah dengan menelaah undang-undang 

serta regulasi terkait isu hukum yang di tangani.25 

b. Pendekatan kasus  

Pendekatan kasus pada penelitian normatif bermaksud buat 

pelajari norma ataupun kaidah di lakukan pada praktik hukum. 

3. Sumber Bahan Hukum 

                                                           
24Irwansyah, Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Yogyakarta: 

2020, hlm.42. 

25Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi, Depok: 

PT Raja Grafindo, 2016, hlm. 164. 
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Penulis melaksanakan penelitian memakai jenis data ialah: bahan 

hukum primer, hukum skunder serta hukum tersier sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum utama pada penelitian 

normatif berbentuk peraturan perundang-undangan di gunakan, 

yaitu: 

1) UUD NRI Tahun 1945; 

2) UU No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan; 

3) UU No 2 Tahun 2004 mengenai Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial; 

4) Kitab UU Hukum Perdata; 

5) UU Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Waktu 

Tertentu; 

6) UU No. 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 terkait Cipta 

Kerja. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ialah buku-buku hukum meliputi skripsi, 

tesis, serta di sertai hukum serta jurnal hukum. Buku teks, 

pembicaraan maupun sebagian permasalahan hukum, termasuk 

skripsi, tesis, serta di sertai hukum, kamus hukum, jurnal serta 



17 

 

 
 

komentar putusan hakim menjadi hal yang paling utama dalam 

bahan hukum sekunder.26 

 

 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yakni sumber hukum membantu 

membagikan pedoman beserta justifikasi terhadap sumber hukum 

primer serta sekunder, termasuk ensiklopedia, kamus hukum, 

serta KBBI. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data penelitian ini dikenakkan yakni penulisan 

yang di gunakan pada studi kepustakaan memakai data sekunder ialah data 

diperoleh dengan telusuri bahan-bahan hukum seperti bahan hukum primer, 

hukum sekunder serta hukum tersier. 

5.  Analisis Bahan Hukum 

Penelitian ini di analisis memakai metode analisis deskriptif 

kualitatif, ialah melalui pemberian uraian terhadap bahan hukum yang 

diperoleh kemudian disusun secara metodis. Penulis bisa pahami 

permasalahan yang diteliti karena bahan hukum yang didapat dari temuan 

penelitian disajikan dengan tepat.27 

6. Penarikan Kesimpulan 

                                                           
26Petter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, cet 6, Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010, hlm.93. 

27Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.105. 
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Penarikan kesimpulan di lakukan secara deduktif ialah khusus 

mengambil kesimpulan dari pemahaman umum yang lebih terfokus. Penelitian 

menghasilkan pengertian umum yang selanjutnya dikaitkan dengan 

permasalahan sehingga diperoleh kesimpulan yang lebih rinci yang menjawab 

permasalahan. 
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